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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Theory of Planned Behavior  

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan suatu model 

psikologi sosial yang sangat sering digunakan untuk meramalkan 

perilaku seseorang. TPB dibuat untuk meramalkan dan menjelaskan 

tingkah laku seseorang dalam konteks yang spesifik. TPB merupakan 

prediksi perilaku yang lebih baik karena diselaraskan oleh niat dalam 

melaksanakan perilaku (Wati, 2016).  

Theory of Planned Behavior didasarkan pada pendekatan terhadap 

beliefs yang dapat digunakan untuk mendorong individu dalam 

melakukan suatu perilaku tertentu. Pendekatan terhadap beliefs dilakukan 

dengan cara mengasosiasikan beberapa karakteristik, kualitas, dan atribut 

berdasarkan informasi yang telah dimiliki atau didapat, kemudian dengan 

sendirinya akan terbentuk intensi untuk berperilaku.   

Menurut Mustikasari (2007) niat yang muncul dalam berperilaku 

ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Behavioral Beliefs  

Behavioral beliefs merupakan keyakinan yang dimiliki individu 

terhadap hasil dari perilaku dan evaluasi atas hasil yang diperoleh 

(beliefs strength and outcome evaluation).  
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b. Normative Beliefs  

Normative beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normatif 

yang dimiliki orang lain serta motivasi untuk memenuhi suatu 

harapan (normative beliefs and motivation to comply).  

c. Control Beliefs  

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal 

yang dapat mendukung dan menghambat suatu perilaku yang akan 

ditampilkan (control beliefs) dimana persepsinya tentang seberapa 

kuat hal-hal tersebut mendukung dan menghambat perilakunya 

(perceived power).  

 

Hambatan yang dapat timbul pada saat perilaku ditampilkan, 

berasal dari dalam diri sendiri dan juga dapat dari lingkungan dimana 

seseorang berada. Secara berurutan, behavioral beliefs akan 

menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, selanjutnya, 

normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dapat dipersepsikan 

(perceived social pressure) atau norma subyektif (subjective norm) serta 

control beliefs yang dapat menimbulkan perceived behavioral control 

atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 2011).  

Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs menjadi 

tiga faktor yang tergabung untuk menentukan seseorang dalam 

berperilaku. Setelah tiga faktor tersebut didapat, maka seseorang 

memasuki tahap intention, selanjutnya tahap akhir adalah behavior. 
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Tahap intention adalah tahap dimana seseorang menentukan niat untuk 

berperilaku, kemudian tahap behavior adalah tahap dimana seseorang 

berperilaku (Mustikasari, 2007).  

Ajzen (2011) menjelaskan, intensi sebagai suatu kognitif dan 

konatif dari kesiapan individu digunakan untuk memaparkan suatu 

perilaku. Secara spesifik, intensi untuk melakukan perilaku 

mengindikasikan bahwa kecenderungan individu dalam melakukan suatu 

perilaku yang merupakan anteseden langsung dari perilaku tersebut.  

Ajzen (2011) mengemukakan bahwa individu yang memiliki 

intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut 

cenderung akan melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila 

individu tidak memiliki intensi untuk melakukan suatu perilaku, maka 

individu tersebut cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. 

Intensi individu dalam melakukan suatu perilaku mempunyai 

keterbatasan waktu dalam mewujudkan perilaku yang nyata. Oleh karena 

itu, dalam melakukan pengukuran intensi untuk melakukan suatu 

perilaku terdapat empat elemen utama, yaitu target perilaku yang dituju 

(target), tindakan (action), situasi pada saat perilaku ditampilkan 

(contex), dan waktu perilaku ditampilkan (time).  

 

2. Teori Pembelajaran Sosial  

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa proses belajar 

seseorang dapat diambil melalui pengamatan dan pengalaman secara 
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langsung (Jatmiko dalam Anggraeni, 2016). Teori pembelajaran sosial 

berasumsi bahwa perilaku yang dilakukan merupakan sebuah fungsi dari 

konsekuensi dimana teori ini mengakui bahwa keberadaan pembelajaran 

melalui pengamatan secara langsung dan pentingnya persepsi dalam 

pembelajaran tersebut. Seseorang akan merespon bagaimana orang 

tersebut merasakan dan mendefinisikan konsekuensi, (Julianti, 2014).  

Fokus utama dari teori pembelajaran sosial adalah komponen 

kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Setiap individu 

memainkan peran penting dalam suatu pembelajaran untuk mengetahui 

faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku. Faktor sosial dapat berupa 

pengamatan, sedangkan faktor kognitif dapat berupa ekspektasi untuk 

meraih keberhasilan (Marjan, 2014).  

Menurut Jatmiko dalam Anggraeni (2016), dalam sebuah 

pembelajaran sosial meliputi terdiri atas beberapa proses:  

a. Proses perhatian (attentional)  

Proses perhatian merupakan proses dimana seseorang hanya akan 

belajar dari sesorang yang lain atau model, setelah mereka saling 

mengenal lebih dalam dan menaruh perhatian pada orang atau 

model tersebut. Dalam perpajakan dapat dicontohkan, seseorang 

akan patuh untuk membayar pajak apabila telah melihat seseorang 

atau pemerintah dalam melayani wajib pajak dengan baik. 
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b. Proses penahanan (retention)  

Proses penahanan adalah proses mengingat suatu tindakan model 

setelah model tidak lagi tersedia. Sebagai contohnya adalah 

seseorang akan patuh membayar pajak setelah orang tersebut 

mengetahui bahwa fasilitas negara atau suatu daerah yang didapat 

adalah hasil pengelolaan pajak yang baik.  

c. Proses reproduksi motorik (reproduction) 

Proses reproduksi motorik merupakan proses mengubah suatu 

pengamatan seseorang menjadi perbuatan. Salah satu contohnya 

adalah seseorang akan patuh membayar pajak jika telah melihat 

masyarakat di sekitarnya memiliki kesadaran dalam perpajakan.  

d. Proses penguatan (reinforcement)  

Proses penguatan merupakan proses dimana individu-individu akan 

diberikan rangsangan atau pengaruh yang positif agar individu 

tersebut berperilaku sesuai dengan model. Sebagai contoh adalah 

pemerintah atau fiskus mengadakan penyuluhan, dan memberikan 

pelayanan pajak yang baik, maka diharapkan dapat mendorong 

individu-individu untuk berperilaku baik dan patuh terhadap 

perpajakan.  

 

Jatmiko dalam Anggraeni (2016) juga menyatakan bahwa teori 

pembelajaran sosial ini sangat relevan dalam menjelaskan perilaku Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seseorang akan patuh 
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membayar pajak maupun melaporkan pajaknya tepat pada waktunya 

setelah melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung.  

 

3. Teori Atribusi  

Teori atribusi merupakan sebuah teori yang menjelaskan perilaku 

seseorang. Teori atribusi menyatakan bahwa setelah suatu individu 

mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk 

menentukan apakah perilaku yang dilakukan tersebut ditimbulkan akibat 

adanya pengaruh internal atau eksternal (Lubis, 2010). Pengaruh internal 

adalah perilaku yang berasal dari bawah kendali pribadi suatu individu 

itu sendiri, sedangkan pengaruh eksternal adalah perilaku yang 

dipengaruhi faktor lain dari luar, seperti halnya faktor situasi dan faktor 

lingkungan. Artinya individu tersebut akan berperilaku akibat tuntutan 

situasi atau lingkungan (Julianti, 2014).  

Teori atribusi sangat berkaitan erat dengan perilaku individu untuk 

menginterpretasikan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan pemikiran dan 

perilaku seseorang. Asumsi dari teori atribusi adalah seseorang akan 

mencoba mencari informasi dan memahami mengapa orang lain 

melakukan perilaku tersebut, dimana beberapa atribut mungkin menjadi 

penyebab perilaku tersebut (Heider dalam Marjan, 2014).  

Menurut Heider dalam Marjan (2014) seseorang dapat menciptakan 

dua atribusi, yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi 

internal adalah seseorang akan berperilaku yang disebabkan oleh faktor 
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internal, seperti sikap, karakter, dan kepribadian dari diri sendiri, 

sedangkan atribusi eksternal adalah seseorang akan berperilaku yang 

disebabkan oleh faktor eksternal.  

Julianti (2014) menyatakan bahwa relevansi pada teori atribusi 

dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah seseorang dalam berperilaku patuh 

atau tidak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi 

oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dapat 

memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain kesadaran wajib pajak 

kondisi keuangan Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak dan 

pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan. Sedangkan, faktor 

eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain 

kualitas pelayanan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif 

perpajakan.  

Menurut Robbins dan Judge (2013), penentuan apakah perilaku 

tersebut disebabkan secara internal atau eksternal, dipengaruhi oleh tiga 

faktor berikut: 

a. Kekhususan  

Kekhususan merujuk pada perilaku seorang individu yang berbeda 

dalam situasi yang berbeda. Perilaku disebabkan dari faktor 

internal apabila perilaku berisifat biasa. Sebaliknya, perilaku 

disebabkan oleh faktor eksternal apabila bersifat tidak biasa. 
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b. Konsensus  

Konsensus merujuk pada apakah semua individu dalam 

menghadapi situasi yang serupa akan merespon dengan cara yang 

sama. Apabila hasil konsensus rendah, maka dapat diprediksi 

bahwa perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, 

apabila konsensus tinggi maka dapat diprediksi bahwa perilaku 

tersebut disebabkan secara eksternal.  

c. Konsistensi  

Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dengan 

cara yang sama. Individu akan semakin konsisten apabila 

disebabkan oleh faktor internal. Sebaliknya, individu akan semakin 

tidak konsisten apabila disebabkan oleh faktor eksternal.  

 

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang berbeda dan dapat 

memutarbalikkan arti dari atribusi itu sendiri. Pertama, kekeliruan 

atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh 

faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan 

dari seseorang cenderung akan menghubungkan kesuksesan adalah akibat 

dari faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan adalah akibat dari 

faktor-faktor eksternal. 
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4. Teori Pemungutan Pajak 

Manurut Mardiasmo (2016), teori-teori yang mendukung dalam 

pemungutan pajak di Indonesia adalah :  

a. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-

hak bagi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat wajib untuk 

membayar pajak yang dapat dijadikan sebagai premi asuransi 

karena dengan membayar pajak rakyat akan mendapatkan 

perlindungan dari negara (Mardiasmo, 2016). Asuransi ini dapat 

dirasakan dengan adanya pembangunan nasional yang nantinya 

akan dinikmati oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-

hari. Sehingga pembayaran pajak sangat penting untuk 

kelangsungan warga negara sendiri.  

Pembayaran pajak sebagai premi asuransi ini diterapkan 

disemua jenis pajak. Begitu juga dengan PKB dan BBN-KB, wajib 

pajak yang telah membayar PKB dan BBN-KB akan merasa bahwa 

dirinya aman selama dijalan. Aman disini diartikan terbebas dari 

sanksi ataupun denda, misalkan pada saat adanya razia atau 

pemeriksaan kelengkapan Kendaraan yang dilakukan oleh polisi. 

Oleh karena itu, PKB dan BBN-KB dapat dikatakan sebagai premi 

asuransi bagi wajib pajak Kendaraan Bermotor. 
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b. Teori Kepentingan 

Pembebanan pajak kepada rakyat didasarkan pada 

kepentingan masing-masing orang terhadap negaranya. Apabila 

seseorang mempunyai kepentingan yang lebih besar terhadap 

negara, maka pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar 

(Mardiasmo, 2016). Profesi seseorang juga dapat mempengaruhi 

kepentingannya kepada negara. Misalkan saja seorang pejabat 

mempunyai kepentingan kepada negara lebih besar dibandingkan 

dengan seorang buruh.  

Seorang pejabat yang memiliki kepentingan besar kepada 

negara akan lebih patuh dalam membayar pajak karena ia bekerja 

untuk kepentingan negara dan mempunyai tanggung jawab yang 

lebih terhadap negaranya. Begitu juga dengan jenis kendaraan yang 

dimiliki oleh pejabat juga berbeda dengan rakyat biasa yaitu 

menggunakan kendaraan yang lebih berkelas. Dalam hal ini, pajak 

yang dikenakan pada kendaraan tersebut tentunya lebih besar atau 

lebih tinggi. Oleh karena itu, tingkat kepentingan seseorang 

terhadap negara akan memengaruhi besarnya pajak yang harus 

dibayarkan kepada negara.  

 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak yang harus ditanggung semua orang harus sama, 

artinya pajak yang harus dibayar didasarkan pada daya pikul 
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masing-masing orang. Dalam mengukur daya pikul dapat melalui 

dua pendekatan, yaitu : 

a. Unsur Obyektif, yaitu dengan melihat besarnya nilai objek 

pajak yang dikenakan pajak.  

b. Unsur Subyektif, yaitu dengan melihat besarnya kebutuhan 

materiil yang harus ditanggung atau dipenuhi (Mardiasmo, 

2016). 

Dalam menghitung besarnya pajak, dapat menggunakan 

beberapa metode. Pada perhitungan pajak kendaraan bermotor 

didasarkan pada Official Assesment System dimana jumlah pajak 

yang harus dibayar ditentukan oleh fiskus tanpa ada campur tangan 

dari wajib pajak. Teori daya pikul menjelaskan bahwa semakin 

banyak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh seseorang maka 

pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar begitu 

sebalikaliknya. Sehingga, pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

oleh seseorang sesuai dengan kemampuan masing-masing orang 

terhadap jumlah kendaraan yang dimilikinya. Selain itu, jenis 

kendaraan yang dimiliki juga mempengaruhi pajak yang 

ditanggung. Semakin baru atau modern jenis kendaraan, maka 

semakin tinggi pula jumlah pajak yang harus ditanggung.  
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d. Teori Bakti 

Dasar sebuah keadilan suatu pemungutan pajak terletak pada 

hubungan yang dimiliki rakyat dengan negaranya. Sebagai wujud 

warga negara yang berbakti, rakyat harus sadar akan 

kewajibannnya dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2016). Oleh 

karena itu, bagi warga negara yang tidak atau dengan sengaja tidak 

membayar pajak, maka warga negara tersebut dianggap tidak 

berbakti pada negaranya sendiri.  

Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah membayar 

pajak termasuk PKB dan BBN-KB atas kendaraan yang 

dimilikinya. Warga negara harus patuh untuk membayar PKB dan 

BBN-KB yang merupakan kewajibannya sebagai warga negara. 

Apabila tidak membayarkan pajak, maka warga negara tersebut 

tidak berbakti kepada negaranya atas kendaraan bermotor yang 

dimiliki. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki dan semakin 

patuh warga negara tersebut dalam membayar pajak, maka warga 

negara tersebut telah berbakti terhadap negaranya sendiri. 

 

e. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan suatu negara terletak akbiat adanya 

pemungutan pajak. Artinya, memungut pajak dapat diartikan juga 

menarik daya beli yang berasal dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya akan disalurkan kembali 
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ke dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat melalui 

pembanguan nasional. Dalam hal ini, kepentingan bagi seluruh 

masyarakat lebih diutamakan (Mardiasmo, 2016). Keberhasilan 

pemerintah dalam menarik daya beli masyarakat yang diwujudkan 

dalam pemungutan pajak. Dimana semakin tinggi penerimaan 

pajak, maka semakin tinggi tingkat daya beli pemerintah terhadap 

masyarakat. Melalui daya beli tersebut, diharapkan pembangunan 

nasional dapat terlaksana dengan baik.  

Pemerintah daerah dapat menerapkan teori ini melalui 

penarikan PKB dan BBN-KB untuk meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di DIY yang menyumbang sangat besar yaitu hingga 85 %. 

Kemudian dana tersebut dapat dialokasikan dalam pembangunan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya di 

DIY. Dengan begitu, pemerintah daerah telah menarik daya beli 

masyarakat untuk kepentingan Daerah dan dikembalikan lagi ke 

masyarakat.  

 

5. Pengertian Pajak 

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009, Pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
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Sedangkan Djajaningrat dalam Mardiasmo (2016)  

mengungkapkan, pajak merupakan sebuah kewajiban seseorang dalam 

memberikan atau membayarkan sebagian harta kekayaannya kepada 

negara akibat suatu keadaan, kejadian, maupun perbuatan yang 

memberikan suatu kedudukan tertentu. Dimana iuran tersebut bukanlah 

suatu hukuman, melainkan sebuah kewajiban dengan didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat 

bersifat memaksa dan mempunyai tujuan untuk memelihara 

kesejahteraan masyarakat. Adapun pajak negara yang masih berlaku 

adalah :  

1. Pajak Penghasilan (PPh), 

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

( PPN & PPnBM), 

3. Bea Materai, 

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan 

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

 

6. Pajak Daerah 

Pajak Daerah menurut UU no 28 Tahun 2009 adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah akan 
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dikelola oleh Pemerintah Daerah masing-masing demi kepentingan 

rumah tangga pemerintah daerah. 

Pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak 

kabupaten/kota.  

1. Pajak Provinsi, terdiri dari : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

d. Pajak Air Permukaan (PAP) 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

g. Pajak Parkir 

h. Pajak Air Tanah 

i. Pajak Sarang Burung Walet 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
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7. Pajak Kendaraan Bermotor 

Menurut UU RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor 

merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan 

kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor disini adalah semua kendaraan 

beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, 

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 

yang dapat berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk 

alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan 

roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air. 

Jumlah PKB dan BBN-KB dikenakan atas objek pajak berdasarkan 

jenis kendaraan bermotor dan harga beli kendaraan bermotor. Dengan 

tarif yang sama yaitu 0,5 % - 2,5 % dari harga beli. Sehingga daya pikul 

setiap warga negara adalah sama.  

 

8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut UU RI No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah menjelaskan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan 

bermotor yang timbul akibat perjanjian antara dua pihak atau perbuatan 
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sepihak atau keadaan yang terjadi akbat adanya jual beli, tukar menukar, 

hibah, warisan, atau pemaukan ke dalam badan usaha. 

Jumlah pokok atas BBN-KB ini didasarkan pada nilai jual 

kendaraan bermotor dengan tarif 0,75% hingga 10% tergantung jumlah 

penyerahan dengan jangka waktu maksimal 30 hari setelah penyerahan. 

BBN-KB juga diterapkan pada kendaraan roda 4 yang mengalami 

perubahan warna, bentuk, ataupun nomor mesin dengan tarif yang sama 

dan jangka waktu maksimal 30 hari setelah perubahan. 

 

9.  Wajib Pajak (WP) 

Menurut UU RI No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi 

atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 

pemungut pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

Wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan 

wajib pajak badan. Menurut PERDA DIY No 3 tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

menjadi satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang dapat meliputi perseroan terbatas, perseroan 

komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, 
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organisasi sosial politik, ataupun organisasi lainnya, lembaga dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk 

usaha tetap.  

 

10. Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat dimana wajib pajak 

dalam mematuhi Undang-undang perpajakan dan memenuhi administrasi 

perpajakan (Sundah dan Toly, 2014).  Kepatuhan wajib pajak dapat 

digunakan sebagai indikator untuk mengukur seberapa besar kontribusi 

warga negara dalam mendukung pembangunan nasional yang diterapkan 

pemerintah. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka dengan 

sendirinya telah membantu pemerintah dalam menyukseskan 

pembangunan nasional. Ada beberapa faktor yang memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak, diantaranya kesadaran wajib pajak, sanksi 

perpajakan, Pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan (Susilawati 

dan Budiartha, 2013). Selain itu, tarif  pajak juga dapat memengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak (Ananda dkk., 2015).  

Nurmantu dalam Widodo (2010:68), menyebutkan ada dua jenis 

kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan 

formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak telah memenuhi 

kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan Undang-undang yang 

berlaku. Pemenuhan dalam hal ini adalah memenuhi pelaporan data 

objek dan subjek pajak secara tertulis dan tepat waktu. Kepatuhan 
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material yaitu segala ketentuan material perpajakan telah dipenuhi secara 

hakekat (subtantive), dimana harus berlandaskan pada undang-undang 

perpajakan yang berlaku.  

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

2/PJ./2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak, wajib pajak 

dikatakan patuh apabila telah memenuhi beberapa syarat dan kriteria 

sebagai berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT).  

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi 

keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan 

sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak 

yang belum melewati batas akhir pelunasan. 

c. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik.  

d. Tidak pernah dipidana akibat melakukan tindak pidana 

dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 

tahun terakhir.  

e. Menyelenggarakan pembukuan selama dua tahun terakhir dan 

pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, koreksi 
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pada pemeriksaan yang terakhir pada setiap jenis pajak yang 

terutang, paling banyak lima persen.   

 

11. Kesadaran Wajib Pajak 

Kesadaran wajib pajak adalah suatu itikad yang dimiliki seseorang 

dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Kesadaran wajib 

pajak ini dapat tumbuh melalui hati nurani masing-masing orang. 

Apabila seseorang berhati mulia dan mempunyai akidah yang baik, maka 

wajib pajak akan mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang 

merupakan hak setiap warga negara.  

Menurut Muliari dan Setiawan (2011), Wajib pajak dapat dikatakan 

memiliki kesadaran apabila memenuhi hal-hal berikut : 

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 

b. Mengetahui dan memahami fungsi pajak adalah untuk pembiayaan 

negara 

c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

d. Menghitung, membayar, dan melaporkan administrasi perpajakan 

dengan suka rela, ikhlas, dan benar.  

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Novitasai, 

2015). Dengan adanya kesadaran wajib pajak, maka diharapkan 

kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan juga meningkatkan 
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pendapatan asli daerah untuk membantu melaksanakan pembangunan 

daerah.  

 

12. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan mengindikasikan pelayanan fiskus atau 

pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Samsat kepada wajib pajak 

untuk mendapatkan kepuasan wajib pajak. Kualitas pelayanan ini dapat 

tumbuh dengan adanya pelayanan yang ramah, tanggap, tidak rumit, dan 

memuaskan. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM), ketentuan perpajakan, dan sistem 

informasi perpajakan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Standar 

kualitas yang baik akan terpenuhi apabila SDM melaksanakan tugasnya 

secara profesional, disiplin, dan transparan.  

Wajib pajak akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan 

apabila mereka mendapat pelayanan yang diinginkan dan meraka akan 

cenderung membayarkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Ketentuan perpajakan yang sederhana, mudah dipahami dan 

tidak berbelit-belit akan membuat pelayanan perpajakan atas hak dan 

kewajiban mereka dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sehingga, 

kualitas SDM dan sistem informasi akan menunjang kualitas pelayanan 

yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya. 
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Pelayanan yang baik akan membuat masyarakat merasa nyaman 

dan sejahtera. Agar tercapai kualitas pelayanan yang baik, maka fiskus 

harus mempunyai asas pelayanan publik. Undang-undang No 25 tahun 

2009 Pasal 4 tentang Pelayanan Publik menyebutkan asas-asas pelayanan 

publik terdiri dari : 

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisipatif 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan  

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu 

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  

 

Menurut Moenir (2010), bentuk-bentuk dari pelayanan adalah : 

a. Pelayanan dengan lisan 

Dalam pelayanan ini, fungsi humas harus diefektifkan sebagai 

kepanjangan tangan dari pemberi informasi kepada masyarakat. 
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Dimana pelayanan lisan ini timbul akibat adanya komunikasi 

secara langsung kepada masyarakat. 

b. Pelayanan dengan tulisan 

Pelayanan ini dilakukan berdasarkan adanya jarak yang jauh antara 

pelayan dengan masyarakat. Pada pelayanan ini dapat digolongkan 

menjadi dua yaitu pelayanan berupa petunjuk dan pelayanan berupa 

reaksi tertulis atas permohonan atau dalam bentuk surat.  

c. Pelayanan dengan perbuatan 

Pelayanan dengan perbuatan dilakukan karena tindak lanjut dari 

suatu pekerjaan pada bagian pelayanan agar dapat beradaptasi 

secara langsung atau dapat bertatap muka dengan masyarakat.  

Salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan 

adanya pelatihan pegawai dan kesadaran pegawai itu sendiri. Kualitas 

pelayanan yang baik akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar 

pajak (Rohmawati dan Rasmini, 2012). Dengan adanya kualitas 

pelayanan yang baik ini, maka diharapkan akan meningkatkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB sehingga 

dapat meningkatkan PAD dalam menopang pembangunan daerah.  

 

13. Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan peringatan berupa denda ataupun 

hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja 

melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan bukan 
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untuk menambah pendapatan negara, namun untuk memberikan 

peringatan atau teguran kepada wajib pajak agar kembali melaksanakan 

kewajibannya membayar pajak kepada negara. Sanksi-sanksi dalam 

perpajakan terdiri dua macam, yaitu : 

a. Sanksi Administrasi 

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada 

negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi 

administrasi diberikan akbiat wajib pajak telah melanggar 

kewajibannya yang telah ditentukan dalam UU KUP. Sanksi 

administrasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu : 

• Denda 

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib 

pajak akibat pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban 

pelaporan. 

• Bunga 

Sanksi administrasi berupa Bunga dikenakan kepada wajib 

pajak akibat pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban 

pembayaran pajak. 

• Kenaikan 

Sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus 

dibayar dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran 

yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan 

material. 
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b. Sanksi Pidana 

Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan 

yang diberikan kepada wajib pajak akibat pelanggarannya. Sanksi 

pidana ini diberikan sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang 

oleh digunakan fiskus agar wajib pajak mematuhi peraturan 

perpajakan lagi. Sanksi pidana ini terdiri dalam dua bentuk, yaitu :  

• Kurungan 

Pidana kurungan hanya dilakukan atau diberikan kepada tindak 

pidana yang bersifat pelanggaran berat. Sanksi pidana 

kurungan ini dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak 

ketiga.  

• Penjara 

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan 

kemerdekaan. Pidana penjara ini diberikan atau diancamkan 

terhadap tindak kejahatan pada perpajakan dan ditujukan 

kepada pemerintah ataupun wajib pajak.  

Menurut Sari dkk. (2014), yang menyatakan sanksi perpajakan 

berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Dengan diterapkannya 

sanksi perpajakan ini diharapkan masyarakat lebih sadar dalam 

melakukan administrasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan 

negara dan membantu dalam pembangunan nasional. 
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14. Tarif Perpajakan 

Tarif Perpajakan merupakan jumlah pokok yang ditetapkan 

pemerintah pada suatu objek pajak untuk dibayarkan oleh wajib pajak 

saat melakukan administrasi perpajakan. Tarif perpajakan ditetapkan 

berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara. Dalam pemungutan pajak 

juga harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang digunakan, dimana 

tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu budget dan fungsi 

mengatur (Prasetyo, 2011). Menurut Mardiasmo (2016) Tarif perpajakan 

dibagi menjadi 4 yaitu : 

a. Tarif proporsional  

Tarif proporsional adalah tarif yang mempunyai presentase yang 

proporsional atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak. 

b. Tarif tetap  

Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlahnya tetap terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak. 

c. Tarif Progresif  

Tarif Progresif adalah tarif yang yang digunakan semakin besar 

apabila jumlah yang dikenai pajak juga semakin besar. 

d. Tarif Degresif.  

Tarif degresif adalah tarif yang digunakan semakin besar apabila 

jumlah yang dikenakan semakin kecil.  

 



39 

 

 

Menurut PERDA DIY No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

BAB III pasal 9, Tarif pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar :  

a. 1,5% kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi. 

b. 1.0% untuk Kendaraan Bermotor angkutan Umum. 

c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial 

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, 

POLRI, Pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota, dan, 

d. 0,2% untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.   

 

Sedangkan untuk kepemilikan kendarana bermotor roda 4 pribadi 

yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif yaitu : 

a. Kepemilikan kedua sebesar 2% 

b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% 

c. Kepemilikan keempat sebesar 3% 

d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% 

 

Beberapa penelitian telah menyimpulkan dan berpendapat bahwa 

tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Kristanty dkk. (2015) yang menyatakan 

bahwa tarif perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  
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15. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015, 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau biasa disebut SAMSAT 

adalah serangkaian kegiatan dan penyelenggaraan registrasi dan 

Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam suatu Kantor Bersama 

Samsat. Samsat tersebar diseluruh kabupaten atau kota di Indonesia. 

Salah satu tujuan dengan danya Samsat ini adalah umtuk memudahkan 

masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor serta kemudahan dalam pelayanan 

masyarakat dalam hal pengurusan registrasi kendaraan bermotor dsn 

sumbangan wajib dana keelakaan lalu lintas jalan.  

Kantor SAMSAT yaitu sebagai organisasi pelayanan publik juga 

mencakup kegiatan pelayanan administrasi kendaraan bermotor. Pola 

pelayanan ini diatur dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) melalui surat keputusan 

Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap antara lain wajib memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan 

kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing 

dalam suatu pelayanan barang dan jasa.  
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Mekanisme pelayanan satu atap dilakukan dengan integrasi secara 

menyeluruh antara beberapa instansi terkait. Dimana terdapat suatu 

sistem yang menghubungkan antar instansi yang berkaitan terhadap suatu 

kepengurusan yang dibutuhkan tersebut seperti SAMSAT, Dealer, 

DPPKA, dll untuk mengolah suatu data yang dibutuhkan. Data-data 

tersebut akan tercatat dan tersimpan dalam suatu data base mengenai 

pengguna jasa atau kebutuhan informasi yang telah terintegrasi dan akan 

terkonesi pada satu sistem. Sehingga pelayanan akan lebih mudah dan 

cepat untuk diselesaikan serta dapat mengurangi biaya dengan hasil yang 

maksimal.  

 

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor 

Menurut teori bakti, warga negara yang berbakti dan taat kepada 

negaranya, maka warga negara itu akan dengan sendiri nya sadar untuk 

membayar pajak. Warga negara yang sukarela dan ikhlas membayarkan 

pajak kepada negara, maka warga negara tersebut telah mengerti dan 

mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Oleh karena 

itu, wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan 

membayarkan pajaknya bukan karena paksaan tetapi karena kemauan 

dari wajib pajak sendiri. Dengan kesadaran wajib pajak ini, maka akan 
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memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat 

kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak 

(Susilawati dan Budhiarta, 2013).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) 

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan oleh Putri dan Jati (2013) yang 

juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Susilawati dan 

Budhiarta (2013) menyatakan hal yang sama bahwa kesadaran wajib 

pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Begitu juga pernyataan dari Rohmawati dan Rasmini (2012) yang 

sejalan dengan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyimpulkan 

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat 

ditarik hipotesis yaitu : 

𝐇𝟏: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

Fiskus merupakan pihak yang memotong dan memungut pajak 

wajib memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada wajib 

pajak. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diberikan oleh fiskus 

yang mampu memberikan kepuasan bagi wajib pajak. Upaya yang dapat 

dilakukan dalam mencapai pelayanan yang optimal ini adalah dengan 

menerapkan 3S yaitu senyum, salam, dan sapa kepada wajib pajak yang 

sehingga wajib pajak merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang 

diberikan. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkat apabila didukung 

dengan adanya kualitas pelayanan yang baik oleh fiskus.  

Dengan diterapkannya Official Assessment System dimana besarnya 

pajak terutang terutama untuk objek kendaraan bermotor ditentukan oleh 

fiskus. Sehingga, peran fiskus dalam hal ini sangat penting dalam 

memberikan keadilan bagi wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pada 

teori keadilan. Hal ini juga akan mendukung tercapainya asas-asas 

pelayanan yang baik bagi fiskus. Hal ini didukung dengan adanya 

beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kualitas pelayanan sangat 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.  

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Priambudi dan Rusydi 

(2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Rohmawati dan Rasmini (2012) yang menyimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian Putri dan Setiawan (2017) 

yang sejalan dengan penelitian milik Tahar dan Rachman (2014) yang 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi wajib pajak untuk 

patuh dalam membayarkan pajaknya. Begitu juga penelitian Hardiningsih 

dan Yulianawati (2011) menyatakan hal yang sama bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan denga  kepatuhan 

wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik hipotesis yaitu :  

𝐇𝟐:  : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif segnifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

 

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

Menurut teori asuransi yang menjelaskan bahwa, warga negara 

yang melakukan pajak diibaratkan akan mendapat premi asuransi sebagai 

imbal balik nya. Dalam hal ini premi asuransi adalah terbebas dari sanksi 

perpajakan yang dapat diterima jika tidak membayar pajak. Sanksi 

perpajakan diberikan kepada Wajib Pajak yang dengan sengaja atau lalai 

dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak sebagai efek jera 

akibat perbuatannya agar tidak mengulangi lagi. Sanksi perpajakan 
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ditetapkan dengan tarif yang tinggi sehingga wajib pajak akan enggan 

dan takut untuk tidak membayar pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan 

ini diharapkan tingakat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budhiarta (2013) 

menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri dan Jati 

(2013) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian 

milik Palil dan Mustapha (2011) yang sejalan dengan Utami dan 

Kardinal (2013) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan 

penelitian oleh Muliari dan Setiawan (2011) yang menyatakan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan denga kepatuhan 

wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :  

𝐇𝟑:  : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

 

4. Pengaruh Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

Tarif pajak ditentukan oleh pemerintah dan dapat berubah seusai 

dengan keadaan dan hasil musyawarah pemerintah. Tarif pajak 
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kendaraan bermotor sendiri ditentukan berdasarkan Official Assesment 

System dimana jumlah nya telah ditentukan oleh fiskus tanpa ada campur 

tangan dari wajib pajak. Tinggi nya tarif perpajakan yang ditetapkan akan 

memicu wajib pajak untuk selalu membayarkan hutang pajaknya. Hal ini 

disebabkan karena apabila wajib pajak terlambat atau dengan sengaja 

tidak membayarkan pajaknya, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi 

administrasi baik berupa denda, bunga, ataupun kenaikan yang dihitung 

berdasarkan tarif yang berlaku. Selain itu, Tarif berhubungan dengan 

jumlah pajak yang harus dibayarkan yang dihitung dengan Dasar 

Pengenaan Pajak berupa harga perolehan Kendaraan Bermotor tersebut. 

Apabila DPP semakin tinggi, maka jumlah pajak yang dibayarkan juga 

semakin tinggi dengan jumlah tarif yang telah ditentukan oleh fiskus. 

Jumlah ini merupakan utang pajak tahun berjalan yang nantinya akan 

diakumulasi ke tahun berikutnya apabila tidak dibayarkan ditambah 

dengan denda yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Peningkatan 

tarif pajak kendaraan bermotor yang telah diberlakukan mulai tahun 2017 

ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar PKB dan BBN-KB.  Sehingga apabila tarif perpajakan 

meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk. (2015) 

menunjukkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Kristanty dkk. (2015) juga menunjukkan bahwa tarif perpajakan 
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berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain 

dilakukan oleh Mustofa dkk. (2016) yang sejalan dengan penelitian 

Priambudi dan Rusydi (2013) menyatakan bahwa tarif perpajakan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

juga didukung dengan penelitian milik Widorini dan Nugroho (2014) 

yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif 

perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :  

𝐇𝟒:  : Tarif Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

 

C. Model Penelitian 

Berdasarkan teori-teori dan uraian diatas dapat ditarik kerangka 

konseptual untuk membantu dalam melakukan penelitan mengenai pengaruh 

sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pendapatan 

wajib pajak, dan tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar PKB dan BBN-KB yang disajikan dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 


